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KORUPSI, MEDIA DAN PEREMPUAN

Korupsi adalah masalah serius di Indonesia dan telah menjadi kasus yang sering

dibicarakan di dalam kehidupan sehari-hari dengan beragam faktor yang melatar

b tentu.
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merupakan salah satu fungsi pers sebagai alat kontrol sosial untuk melindungi
kepentingan-kepentingan masyarakat, baik kepentingan politik, sosial, ekonomi dan
budaya (Sobur, 2001:149). Media massa pun menempatkan korupsi sebagai salah satu

prioritas paling utama dalam agenda pemberitaan.
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Keterbukaan dan kebebasan media dalam memberitakan berbagai kasus
korupsi bahkan dengan melakukan investigasi terhadap korupsi memang merupakan
dampak demokratisasi pers di era reformasi. Pada waktu rezim Orde Baru, peran ini
tidak bisa dilakukan secara maksimal karena pengungkapan korupsi yang dilakukan

pejabat pemerintah bisa dianggap sebagai tindakan yang merongrong kewibawaan
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1.1.Korupsi

Korupsi berasal dari kata corrupteia yang dalam bahasa latin berarti bribery atau
seducer. Bribery artinya memberikan sesuatu kepada orang lain untuk keuntungan si

pemberi sedangkan seduction yaitu sesuatu yang menarik sehingga seseorang
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melkukan tindak penyelewengan. Dari bahasa Latin kata tersebut turun ke berbagai
bahasa Eropa, di antaranya corruption; dan corrupt di Inggris dan Perancis serta
koruptie di Belanda. Indonesia kemudian menyerap pelafalan Belanda ini menjadi
korupsi. Dalam bahasa Indonesia, korupsi diartikan sebagai perbuatan yang buruk,

seperti penggelapan uang, dan penerimaan uang sogokan (Anwar dan Adang, 2008 :
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keuangan, tetapi dalam bentuk dan tingkat perusakan pada tingkat paling sederhana.
Hal senada diungkapkan Mansyur Semma, dalam bukunya Negara dan Korupsi,
menyatakan pengaruh Negara dan kekuasaan menyebabkan budaya korupsi menjadi
meluas dan sulit diberantas. Birokrasi yang belum tertata baik dan perebutan kursi

kekuasaan merupakan salah satu pemicu merebaknya korupsi di Indonesia. Lemahnya
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pengawasan dan campur tangan partai-partai politik di tingkat atas menyebabkan
peluang untuk melakukan korupsi menjadi lebih terbuka (Semma 2008: 38).

Korupsi dapat dikelompokan menjadi beberapa kategori yaitu : (1) Political
bribery, (2) Political kickbacks, (3) Election Fraud (4) Corrupt campaign practice (5)

Discretionary corruption (6) Illegal corruption (7) Ideological corruption (8) Political
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dalam menentukan kebijakan.
Illegal corruption yakni korupsi yang dilakukan melalui bahasa hukum dan

interpretasi hukum yang melenceng.
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Ideological corruption adalah perpaduan korupsi yang dilakukan dengan
memadukan celah memadukan kebebasan dalam membuat suatu kebijakan dengan
dengan mengintepretasikan hokum melalui bahasa yang berbeda.

Political corruption adalah penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan

untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok yang berkuasa.
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(Wijayanto dan Zahrie, 2009 :117-121). Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa
motivasi, kebutuhan, kekuasaan, peluang, serta hukuman ringan merupakan faktor-
faktor yang mendorong seseorang melakukan kejahatan korupsi tanpa membedakan

gender laki-laki ataupun perempuan.
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Wijayanto dan Zachrie (2009:13-16) menyebutkan 4 (empat) model interaksi
yang berpotensi menjadi area praktek korupsi di negara demokrasi, yaitu : (1) Interaksi
yang melibatkan rakyat dan pemimpin negara yang dipilih melalui proses demokrasi,
(2) Interaksi antara para birokrat dengan penguasa, (3) Interaksi yang melibatkan

pemimpin politik terpilin dengan anggota legislative dan (4) interaksi antara rakyat
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peluang terjadinya korupsi legislatif baik berupa suap maupun pemerasan. Hal ini
terjadi karena pembiayaan politik yang belum akuntabel dan tidak adanya sistem
oposisi yang kuat.

Interaksi keempat adalah interaksi antara rakyat dan anggota legislatif.

Demokrasi yang belum matang, memunculkan fenomena politik uang, di mana politisi
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menyuap rakyat agar terpilih dalam pemilu, sehingga keterpilihan mereka tidak

ditentukan oleh kinerja tetapi oleh kemapuan finansial mereka.

Korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan public demi kepentingan

pribadi. Di awal era akhir kejatuhan Orde Baru, kata korupsi disebut berpasangan

dengan kata kolusi dan nepotisme. Kolusi diartikan sebagai kesepakatan tersembunyi

d

1.2.Media Massa dan Pemberitaan Kasus Korupsi
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Pers mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal

ini merupakan salah satu tujuan pers sesuai fungsinya sebagai alat kontrol sosial

adalah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat, baik kepentingan politik,

sosial, ekonomi dan budaya (Sobur, 2001:149). Kesadaran antikorupsi dan melakukan
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kontrol sosial berbagai penyimpangan kekuasaan harus dibangun dan dibudayakan
melalui media massa sebagai salah satu agen perubahan di masyarakat..

Mengobarkan semangat pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab
pers dalam melayani masyarakat sehingga terwujud kesadaran antikorupsi di

masyarakat dan melakukan kontrol sosial atas berbagai penyimpangan kekuasaan.
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di Indonesia menjadi pers yang liberal dengan mekanisme pasar, yang menyebabkan
persaingan antar media massa di Indonesia tidak lagi didasarkan pada idealisme,
melainkan persaingan komersial (Hamad, 2004:67).

Kekuasaan pemerintahan Orde baru yang membelenggu kebebasan pers,

berubah total di era reformasi, kontrol atas media tidak lagi di tangan pemerintah
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menjadi berada di tangan pengusaha dan pemilik modal. Pemilik sebuah perusahaan
media mempunyai kekuasaan untuk mengontrol opini publik (Sudibyo, 2006:16).
Bahkan seringkali ditemui, pemilik organisasi media menggunakan medianya sebagai
kendaraan politik untuk mendukung kepentingan politisnya. Fungsi normative pers

sebagai pengobar semangat pemberantasan korupsi dan sebagai alat control social
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Personalisasi Berita Korupsi. Kecenderungan pers memfokuskan liputan
dan pemberitaan pada individu pelaku dan mengabaikan persoalan-persoalan yang
bersifat sistemik. Pemberitaan hanya dipusatkan pada aspek who bukan pada aspek
why atau how. Nilai sebuah berita korupsi lebih dititikberatkan pada keterlibatan tokoh

dengan posisi tinggi dalam kasus tersebut.
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Bias Bahasa. Bias ini terlihat dari bagaimana redaksi memilih gaya bahasa

dalam memotret dan membingkai kasus-kasus korupsi.

1.3.Media dan Perempuan dalam Skandal Korupsi

Masalah korupsi yang makin mewabah dan menggurita di Indonesia, telah menyeret

S aupun
p erapa
p sukup
i imlah
n dalah
fi nadap
Ji nedia
k yang
d hotel
b

ngkut
b baeti,

Miranda Swaray Goeltom, Mindo Rosalina Manulang, dan figur yang paling menjadi
pusat perhatian adalah Angelina Sondakh. Sosok terakhir ini hampir menghiasi
seluruh media di Indonesia sejak ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK) sebagai tersangka dalam kasus korupsi Wisma Atlet SEA Games. Terutama
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ketika Angelina Sondakh dianggap memberi keterangan palsu saat bersaksi untuk
terdakwa Muhammad Nazaruddin

Di Propinsi Jawa Tengah, Titik Kirnaningsih, istri walikota Salatiga, Jawa
Tengah terlibat dalam korupsi (Jalan Lingkar Selatan) JLS Salatiga senilai 12,2

Milyar. Di Bandung, hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung
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tidak lebih besar dari jumlah koruptor laki-laki.

Salah satu bias yang terjadi dalam pemberitaan perempuan yang terlibat
korupsi adalah adanya pengungkapan kehidupan pribadi dan gaya hidup perempuan-
perempuan tersebut, sehingga terkadang mengaburkan kasus korupsi itu sendiri.

Pemberitaan tersebut jelas sangat tidak substansial karena melebar ke kehidupan
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pribadi. Bias pemberitaan tersebut akan mengarahkan pada interpretasi khalayak

bahwa sifat-sifat materialistis perempuan selalu dianggap menjadi salah satu motif

pendorong kejahatan korupsi.

Bahasa dan gambar yang dipergunakan media dalam memberitakan perempuan

yang terlibat pada kasus korupsi seringkali merendahkan, menghakimi, dan menghina.
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dalam posisi yang subordinat terhadap laki-laki. Menurut Barthes (1997:229), feminin

dan maskulin menjadi bagian dari mitos modern yang merupakan cara berpikir dari

suatu kebudayaan. Maskulinitas mendominasi femininitas dalam budaya patriarki

sehingga nilai-nilai dan aturan-aturan sosial pun didominasi oleh nilai-nilai patriarki.
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Fenomena korupsi yang dilakukan perempuan merupakan efek dari
keterbukaan publik bagi perempuan. Era modern dengan fasilitas yang memungkinkan
mengakses semua informasi, menjadikan perempuan mendapatkan akses untuk tampil
di ruang public tanpa meninggalkan kodratnya sebagai ibu yang melahirkan dan

menyusui seorang anak. Wilayah domestic yang selama ini diklaim sebagai wilayah
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ditentukan kekuasaan. Terdapat tiga alasan yang mendasari : pertama, pihak yang
berkuasa mempunyai motivasi untuk bertindak menyimpang lebih kuat. Kedua, pihak
yang berkuasa bisa menikmati peluang-peluang yang lebih besar untuk menjalankan

penyimpangan. Ketiga, pihak yang berkuasa ditundukkan oleh kontrol sosial yang
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lebih rendah. Ketika seseorang berada dalam situasi ini peluang dan kesempatan

mereka akan melakukan korupsi sangat besar, baik kaum lelaki ataupun perempuan.
Keterlibatan perempuan dalam skandal korupsi selalu menimbulkan citra

negatif seorang perempuan. Perempuan akan menerima “stigma” dan “stereotype”

yang buruk dan didiskriminasikan di lingkungan sosialnya. Prabasmoro (2007:321),

p aknya
il telah
d 5 dan
n

| atau
n ystem
p nasuk
k )olitis
n ruptif
d

)byek
b 1a hal

sekaligus, yaitu tindak korupsinya, dan pencemaran nama baiknya melalui visualisasi
tubuh yang ditujukan untuk kenikmatan khalayak laki-laki. Hal ini sangat
diskriminatif karena tidak pernah terjadi kepada laki-laki.

Kondisi ini sesuai dengan pandangan Simone de Beauvoir yang menyatakan

adanya subordinasi antara laki-laki dan perempuan, dimana laki-laki merupakan
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subyek sedangkan perempuan merupakan obyek yang selalu terikat pada laki-laki.
Perempuan mengalami diskriminasi akibat perempuan dianggap sebagai the other atau

liyan (yang lain) sedangkan laki-laki dianggap sebagai laki-laki (Tong, 2010: 262).




